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Abstract 

This study examines the implementation of tourism management policy at Pentadio Resort, Gorontalo 
Regency, in the context of post-pandemic recovery. Using a descriptive qualitative approach, data were 
collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed through public policy 
implementation perspectives as well as the Collaborative Governance (CG) and Multi-Helix Collaboration 
Model (MHCM) frameworks. The findings show that tourism infrastructure has deteriorated after the 
pandemic, while coordination among policy actors remains weak. The third-party management system has 
improved operational efficiency, but it has also reduced meaningful local community participation. Major 
challenges include limited resources, weak regulatory synchronization, and ineffective policy 
communication. This study contributes to the literature by proposing an integrated Collaborative 
Governance–Multi-Helix implementation model for post-pandemic regional tourism management in a non-
priority destination context. The findings also highlight the practical importance of strengthening 
Destination Management Organizations (DMO), developing local tourism observatories, and integrating 
Sustainable Development Goals (SDGs) into regional tourism policy evaluation. 

Kata kunci: policy implementation; Collaborative Governance; Multi-Helix Collaboration; tourism 
destination management; community empowerment; sustainable tourism  
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Pendahuluan  

Meskipun konsep community-based tourism menekankan pentingnya peran 

masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan (Giampiccoli & Mtapuri, 

2020), pengelolaan pariwisata daerah masih sering didominasi oleh pendekatan top-

down yang membatasi partisipasi warga dan memicu stagnasi destinasi (Tosun, 2000). 

Kesenjangan penelitian mendasar terletak pada belum tersedianya model tata kelola 

kolaboratif (collaborative governance) yang mampu merestrukturisasi objek wisata 

seperti Pentadio Resort yang membutuhkan revitalisasi (rejuvenation) guna mencegah 

penurunan daya saing (Butler, 2006). Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris 

mengenai integrasi peran antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal 

agar proses revitalisasi tersebut mampu memberikan kesetaraan daya tawar, 

transparansi pembagian manfaat, serta jaminan keberlanjutan ekonomi daerah (Ansell & 

Gash, 2007).  
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Pariwisata daerah merupakan sektor strategis yang berkontribusi terhadap 

perekonomian nasional dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai sektor 

multisektoral, pariwisata menghasilkan efek pengganda pada transportasi, kuliner, 

ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan (Izziyana et al., 2022; Suryade et al., 2022; Gartiwi 

et al., 2022). Di tingkat daerah, tantangan pengelolaan destinasi menjadi semakin 

kompleks pada masa pascapandemi karena menuntut sinergi antara kebijakan publik, 

partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan (Ariantika et al., 2022; Hadisun et 

al., 2024). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata 

berkaitan positif dengan pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi keberhasilannya sangat 

ditentukan oleh tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan berbasis komunitas (Mahyudin, 

2019; Mubaroq et al., 2023; Haris et al., 2024; Ariantika et al., 2022). Pada saat yang sama, 

implementasi kebijakan pariwisata masih menghadapi hambatan berupa lemahnya 

koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan promosi 

yang belum optimal (Lolkary & Laurens, 2024; Setiawan, 2021). 

Secara konseptual, Collaborative Governance (CG) banyak digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana sinergi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal dapat 

meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pariwisata melalui penyelarasan 

regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan (Lolkary & Laurens, 2024). Studi Din et al. 

(2025) di Wakatobi dan Luntungan (2024) di Likupang menunjukkan bahwa integrasi CG 

dengan nilai budaya lokal dapat memperkuat pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan. 

Namun, penerapan CG tetap menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, 

rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya komunikasi antaraktor (Idrus et al., 

2024; Din et al., 2025). 

Kajian pascapandemi COVID-19 menunjukkan bahwa penurunan kunjungan dan 

pendapatan wisata menekan infrastruktur destinasi serta kesejahteraan masyarakat, 

sekaligus menuntut inovasi kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial-

ekonomi lokal (Rifka, 2025; Ramadhan et al., 2022; Andriani et al., 2021). Di sisi lain, 

muncul berbagai bentuk adaptasi seperti promosi digital, tur virtual, dan diversifikasi 

produk berbasis alam dan budaya (Pradana et al., 2024; Safitri et al., 2023). 

Meskipun banyak penelitian membahas implementasi kebijakan pariwisata, kajian 

empiris yang mengintegrasikan Collaborative Governance dan Multi-Helix Collaboration 

dalam konteks destinasi wisata daerah non-prioritas masih terbatas. Sebagian besar studi 

terdahulu berfokus pada evaluasi kinerja kebijakan atau dampak ekonomi, sementara 

pembahasan mengenai model implementasi yang berbasis kolaborasi lokal dan kearifan 

masyarakat belum banyak dikembangkan. Kesenjangan ini menjadi penting dalam 

konteks Pentadio Resort di Kabupaten Gorontalo, yang menghadapi kompleksitas sosial, 

ekonomi, dan kelembagaan pascapandemi. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis 

implementasi kebijakan pengelolaan daya tarik wisata di Pentadio Resort serta 

merumuskan model implementasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik sosial, 

ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa 
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pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat yang mengintegrasikan prinsip 

Collaborative Governance dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata 

daerah. 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mengombinasikan studi 

pustaka dan temuan empiris lapangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci dalam 

implementasi kebijakan. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk 

merumuskan model kebijakan yang menekankan koordinasi antarlembaga, penguatan 

kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat. 

Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memperluas literatur 

implementasi kebijakan pariwisata melalui integrasi Collaborative Governance dan 

perspektif Multi-Helix dalam konteks destinasi non-prioritas. Secara praktis, penelitian 

ini menawarkan arahan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan 

pariwisata yang lebih adaptif, partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan. 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif deskriptif untuk memberikan 

gambaran menyeluruh mengenai proses implementasi kebijakan pengelolaan daya tarik 

wisata Pentadio Resort di Kabupaten Gorontalo. Pendekatan ini dipilih karena mampu 

menguraikan fenomena kebijakan secara kontekstual, menggambarkan hubungan 

antaraktor, serta menjelaskan dinamika kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan 

atau kegagalan implementasi (Andriyansyah, 2019; Silomba et al., 2021). Desain 

penelitian disusun secara sistematis melalui penetapan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan prosedur analisis yang jelas agar proses penelitian dapat 

ditelusuri secara transparan. 

Rancangan penelitian diawali dengan penentuan lokasi dan unit analisis, yaitu 

Pentadio Resort, yang dipilih karena mewakili kompleksitas pengelolaan kebijakan 

pariwisata di tingkat daerah. Penelitian berfokus pada proses implementasi kebijakan, 

peran lembaga pemerintah, pengelola wisata, serta partisipasi masyarakat sekitar. 

Sampel ditentukan secara purposif berdasarkan relevansi dan keterlibatan informan 

terhadap kebijakan yang dikaji. Penelitian ini melibatkan Enam informan yang terdiri atas 

pejabat pemerintah daerah di bidang pariwisata, pengelola Pentadio Resort, anggota 

Pokdarwis, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. 

Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. 

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan panduan semi-

terstruktur, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi kegiatan terkait 

pelaksanaan kebijakan. Pengumpulan data dilakukan pada periode September–

Desember, 2025], sedangkan wawancara berlangsung selama sekitar 20 menit untuk 

setiap informan guna menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan para aktor 

kebijakan. Observasi digunakan untuk memahami kondisi aktual pengelolaan dan 

interaksi di antara pelaksana kebijakan. Data sekunder dikumpulkan melalui telaah 

dokumen, laporan kebijakan, publikasi ilmiah, serta data statistik yang relevan dengan 

konteks penelitian (Silomba et al., 2021; Riadi et al., 2023). Pengumpulan data dilakukan 
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dengan mengikuti protokol etika penelitian, dan seluruh informasi dicatat secara 

sistematis untuk menjamin keterlacakan hasil. 

Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan panduan wawancara yang 

disusun sesuai dengan fokus kajian, yakni dimensi komunikasi kebijakan, sumber daya, 

disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards III dalam Andriyansyah, 2019), 

serta dimensi kolaborasi antaraktor dalam kerangka Collaborative Governance dan Multi-

Helix Collaboration Model. Panduan ini memuat pertanyaan terbuka yang mendorong 

informan untuk menjelaskan pengalaman serta pandangan mereka terhadap 

implementasi kebijakan. Observasi lapangan dilengkapi dengan lembar pengamatan 

untuk mencatat kondisi fisik, kegiatan wisata, serta pola interaksi antaraktor. Semua 

instrumen tersebut diujicobakan secara terbatas untuk memastikan kejelasan dan 

kesesuaian dengan konteks penelitian. 

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Andriyansyah, 2019). Untuk 

memperkuat kedalaman analisis, penelitian ini juga menggunakan analisis tematik 

melalui proses pengodean data wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan 

tema-tema utama yang diturunkan dari dimensi Collaborative Governance dan Multi-

Helix Collaboration Model. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis yang 

menampilkan hubungan antaraktor, pola kolaborasi, dan konteks implementasi 

kebijakan. Tahap akhir dilakukan melalui verifikasi berulang terhadap hasil interpretasi 

untuk memperoleh pemahaman yang valid dan mendalam mengenai dinamika 

implementasi kebijakan. 

Validitas hasil penelitian dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode 

(Silomba et al., 2021; Riadi et al., 2023). Triangulasi sumber dilakukan dengan 

membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi resmi, 

sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, 

observasi, dan studi pustaka untuk meminimalkan bias. Kredibilitas penelitian diperkuat 

melalui konfirmasi hasil kepada informan (member checking) dan audit trail yang 

mendokumentasikan seluruh proses penelitian. Dependabilitas diperkuat melalui 

pencatatan prosedur secara rinci dan deskripsi langkah analisis yang transparan (Deru et 

al., 2023). 

Dengan rancangan metodologis yang sistematis ini, penelitian memberikan dasar 

yang transparan untuk menelusuri proses pengumpulan dan analisis data dalam konteks 

yang sama. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran 

komprehensif tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi 

implementasi kebijakan pariwisata di Pentadio Resort, serta mengembangkan model 

implementasi kebijakan berbasis kolaboratif yang dapat diterapkan pada destinasi wisata 

daerah lainnya. 
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Hasil Dan Pembahasan 

Hasil 

Kondisi Pengelolaan dan Infrastruktur Wisata Pentadio Resort Pascapandemi 

Hasil penelitian yang telah diolah disajikan pada Tabel 1, yang memperlihatkan 

kondisi infrastruktur dan fasilitas utama di Pentadio Resort pascapandemi. Data dalam 

tabel diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan 

pemangku kepentingan lokal. 

Keterangan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penurunan kondisi fisik fasilitas 

wisata berkaitan dengan keterbatasan anggaran perawatan dan rendahnya investasi 

pascapandemi. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kerusakan fasilitas, minimnya 

perawatan, dan belum terintegrasinya promosi digital menjadi kondisi utama yang 

memengaruhi pengelolaan destinasi. 

Tabel 1. Kondisi Infrastruktur dan Fasilitas Pentadio Resort Pascapandemi 

Aspek 
Infrastruktur 

Kondisi 
Sebelum 
Pandemi 

Kondisi Pascapandemi Keterangan 

Area pemandian air 
panas 

Baik dan 
berfungsi optimal 

Terjadi kerusakan pada 
beberapa kolam 

Butuh perawatan dan 
perbaikan struktural 

Taman rekreasi dan 
area hijau 

Terawat dan 
bersih 

Rumput dan taman 
kurang terpelihara 

Perlu revitalisasi dan tenaga 
kebersihan tambahan 

Fasilitas penginapan Digunakan secara 
aktif 

Sebagian tidak beroperasi Rendahnya okupansi dan 
perawatan minim 

Aksesibilitas jalan Lancar Beberapa bagian rusak Diperlukan peningkatan 
infrastruktur jalan menuju 
lokasi 

Promosi digital Terbatas Tidak terintegrasi Perlu penguatan promosi 
digital multi-platform 

 

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa revitalisasi infrastruktur di 

Pentadio Resort belum didukung oleh koordinasi lintas level yang kuat maupun 

pembiayaan yang memadai. Kondisi ini terlihat dari lambatnya perbaikan fasilitas utama 

dan belum optimalnya dukungan promosi destinasi. 

Kondisi Pentadio Resort menunjukkan bahwa pengelolaan masih didominasi oleh 

mekanisme birokratis, sementara koordinasi antara pemerintah, pengelola, dan 

masyarakat belum berjalan optimal. Pemulihan infrastruktur di Pentadio Resort juga 

dipengaruhi oleh keterhubungan antaraktor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan pengelolaan wisata. 

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah perubahan sistem 

pengelolaan Pentadio Resort yang sebelumnya berada di bawah pemerintah daerah 

menjadi dikelola oleh pihak ketiga. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi 

dan profesionalitas pengelolaan, namun hasilnya menunjukkan dampak yang beragam. 

Berdasarkan wawancara dengan pengelola dan masyarakat, sistem pengelolaan oleh 

pihak ketiga menimbulkan dualisme tanggung jawab antara pemerintah dan pengelola, 
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yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan koordinasi dalam pengelolaan 

destinasi. 

Dari sisi efisiensi operasional, pihak ketiga mampu melakukan inovasi dalam hal 

tiket elektronik, promosi terbatas melalui media sosial, dan penyediaan layanan berbasis 

teknologi. Namun, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan menjadi menurun, 

terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya. Temuan ini 

menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi belum diikuti oleh perluasan peran 

masyarakat dalam pengelolaan destinasi. 

Persepsi masyarakat terhadap keterlibatan mereka dalam pengelolaan juga 

menunjukkan variasi. Sebagian warga menilai sistem baru kurang inklusif, karena peran 

masyarakat lokal lebih banyak terbatas sebagai tenaga kerja informal tanpa ruang 

partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di Pentadio Resort, partisipasi masyarakat 

masih dominan pada kegiatan operasional dan belum mencakup keterlibatan strategis. 

Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wisata 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan 

pengelolaan Pentadio Resort dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu 

hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup keterbatasan kapasitas 

kelembagaan, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan keterbatasan sumber daya 

manusia. Di Pentadio Resort, koordinasi antara Dinas Pariwisata, pengelola pihak ketiga, 

dan kelompok masyarakat belum berjalan efektif, sehingga memunculkan tumpang tindih 

kewenangan dan memperlambat pengambilan keputusan. 

Hambatan eksternal meliputi ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat 

dan daerah, keterbatasan pembiayaan, serta rendahnya komitmen politik dalam 

mendukung sektor pariwisata. Di tingkat nasional, kebijakan pengelolaan pariwisata 

lebih banyak berorientasi pada destinasi unggulan, sementara destinasi lokal seperti 

Pentadio Resort memperoleh dukungan yang terbatas. Kondisi pascapandemi juga 

memperlambat pemulihan melalui berkurangnya alokasi anggaran dan lemahnya 

koordinasi lintas level. 

Selain hambatan struktural, faktor nonstruktural seperti resistensi sosial, 

rendahnya partisipasi masyarakat, dan miskomunikasi antaraktor turut memperlemah 

efektivitas kebijakan. Di Pentadio Resort, miskomunikasi antara pengelola dan 

masyarakat memunculkan persepsi negatif terhadap sistem pengelolaan baru dan 

memperlebar jarak sosial antara pengelola dan komunitas lokal. 

Strategi Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Antaraktor 

Dalam menghadapi berbagai hambatan, pemerintah daerah menerapkan sejumlah 

strategi adaptif yang berorientasi pada kolaborasi dan optimalisasi sumber daya lokal. 

Strategi tersebut meliputi pemanfaatan Dana Desa dan kemitraan publik–swasta untuk 

pembiayaan infrastruktur dan promosi wisata, digitalisasi promosi destinasi melalui 

media sosial dan platform daring, serta pemberdayaan Pokdarwis dan komunitas lokal 

dalam pengembangan produk wisata dan pelestarian budaya. 
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Implementasi strategi-strategi ini menunjukkan hasil positif awal, meskipun 

masih memerlukan perbaikan. Digitalisasi promosi telah meningkatkan keterjangkauan 

informasi tentang Pentadio Resort, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem 

pemasaran nasional. Program pemberdayaan Pokdarwis berhasil meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan dan pelayanan wisata, namun belum 

mencapai keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. Pemerintah daerah juga 

berupaya memperkuat koordinasi lintas level dengan menginisiasi forum komunikasi 

rutin antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Forum ini membantu menurunkan 

konflik kepentingan dan memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi. 

Model Implementasi Kebijakan yang Relevan untuk Pengelolaan Pentadio Resort 

Berdasarkan hasil analisis, pola hubungan antaraktor di Pentadio Resort 

menunjukkan kebutuhan akan model implementasi kebijakan yang melibatkan 

pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media secara lebih terintegrasi. Temuan 

lapangan memperlihatkan bahwa pengelolaan destinasi memerlukan penyelarasan 

regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas yang lebih 

jelas. 

Dalam konteks Pentadio Resort, pola kebutuhan tersebut tampak pada tiga 

dimensi utama, yaitu koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, kolaborasi 

horizontal antaraktor lokal, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta evaluasi 

destinasi wisata. 

Berdasarkan temuan lapangan, keberhasilan pengelolaan destinasi dapat diamati 

melalui indikator ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Indikator tersebut 

mencakup kontribusi terhadap PAD, keterlibatan masyarakat, pelestarian budaya dan 

sumber daya alam, serta efektivitas koordinasi antarinstansi. 

Pembahasan 

Hasil penelitian mengenai pengelolaan Pentadio Resort pascapandemi 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata di tingkat daerah masih 

menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Temuan ini 

menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kualitas 

kolaborasi antaraktor—pemerintah, swasta, dan masyarakat—dalam proses 

implementasi (Din et al., 2025; Farizky et al., 2022). Dalam konteks Pentadio Resort, 

penerapan kebijakan pariwisata belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kolaboratif 

tersebut karena masih didominasi oleh pendekatan top-down. Dominasi pemerintah 

daerah dalam pengambilan keputusan strategis membatasi peran masyarakat dan pelaku 

swasta, sehingga kolaborasi belum berkembang sebagai mekanisme yang setara dan 

partisipatif. 

Temuan penelitian ini juga menguatkan hasil studi sebelumnya yang menyoroti 

efektivitas Collaborative Governance (CG) dalam tata kelola destinasi wisata. Studi 

Wakatobi yang dilakukan oleh Din et al. (2025) menunjukkan bahwa sinergi multi-

pemangku kepentingan dalam kerangka CG dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan 
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dan ketahanan destinasi terhadap krisis. Dalam kasus Pentadio Resort, konsep CG belum 

diimplementasikan secara menyeluruh karena mekanisme formal koordinasi antaraktor 

masih terbatas. Kondisi ini berimplikasi pada lambatnya pengambilan keputusan dan 

rendahnya kemampuan adaptasi kebijakan terhadap perubahan ekonomi dan sosial 

pascapandemi (Farizky et al., 2022). 

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian lain seperti Sandy (2025) tentang 

kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP) di Makassar, Pentadio Resort 

menunjukkan tingkat integrasi kebijakan yang lebih rendah. Pada kasus Makassar, 

pembagian peran antarpemangku kepentingan lebih jelas dalam aspek pembiayaan, 

promosi, dan pengelolaan infrastruktur, sedangkan di Pentadio Resort keterlibatan 

swasta masih terbatas pada fungsi operasional. Kondisi ini berimplikasi pada kurangnya 

akuntabilitas lintas sektor serta minimnya inovasi dari aktor nonpemerintah. Dengan 

demikian, konteks Pentadio Resort menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan tata kelola 

digital belum cukup berkembang tanpa dukungan pemberdayaan komunitas yang 

memadai (Hidayah et al., 2022). 

Analisis terhadap kondisi infrastruktur dan fasilitas yang disajikan dalam Tabel 1 

menunjukkan bahwa penurunan kualitas fasilitas pascapandemi berhubungan langsung 

dengan lemahnya perencanaan dan implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan 

model implementasi Edwards III yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber 

daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan (Andriyansyah, 2019). Dalam konteks Pentadio Resort, 

lemahnya komunikasi kebijakan dan keterbatasan sumber daya menjelaskan mengapa 

perawatan fasilitas dan pembangunan infrastruktur berjalan tidak optimal (Lolkary & 

Laurens, 2024; Luntungan, 2024). 

Dari perspektif implementasi kebijakan lintas level, penelitian ini menemukan 

bahwa harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah belum berjalan optimal. 

Ketidaksinkronan kebijakan menghambat transfer anggaran dan mengurangi efektivitas 

koordinasi program pembangunan destinasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Eikman 

et al. (2021) dan Kanaha (2024), yang menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan 

untuk memastikan keberlanjutan destinasi. Sebagai destinasi non-prioritas, Pentadio 

Resort belum memperoleh dukungan finansial dan kebijakan yang proporsional, sehingga 

pemulihan pascapandemi berlangsung lebih lambat dibandingkan daerah yang 

memperoleh dukungan lintas level yang kuat (Bahar dan Romadloni, 2025). 

Hasil wawancara dan observasi juga mengindikasikan adanya keterbatasan dalam 

partisipasi masyarakat lokal, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis. 

Berbeda dengan beberapa desa wisata berbasis komunitas, keterlibatan masyarakat di 

Pentadio Resort masih bersifat simbolik dan operasional, tanpa akses yang memadai pada 

ruang kebijakan dan perencanaan (Ariantika et al., 2022; Setiawan, 2023). Temuan ini 

memperkuat argumen bahwa keberhasilan implementasi CG memerlukan kejelasan 

peran serta mekanisme partisipatif yang sistematis (Muallim et al., 2024; Haris et al., 

2025). Tanpa pemberdayaan masyarakat, kebijakan pariwisata cenderung kehilangan 

legitimasi sosial dan berisiko melemahkan keberlanjutan destinasi dalam jangka panjang. 
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Dari sisi strategi pemerintah daerah, upaya untuk menerapkan kolaborasi melalui 

forum komunikasi rutin antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat telah memberikan 

hasil positif dalam mengurangi konflik kepentingan. Namun, efektivitasnya masih 

terbatas pada aspek koordinasi horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa pola kolaborasi 

yang berkembang baru mencerminkan tahap awal Collaborative Governance dan belum 

mencapai integrasi yang lebih luas sebagaimana diandaikan dalam Multi-Helix 

Collaboration Model (Fitriana et al., 2025). Belum signifikannya peran akademisi dan 

media menunjukkan adanya ruang penguatan pada aspek kapasitas analitik, produksi 

pengetahuan, dan transparansi kebijakan. 

 

Kontribusi Teoritis dan Kebijakan 

Dari aspek konseptual, integrasi CG dan MHCM dalam pengelolaan Pentadio Resort 

memiliki implikasi teoritis penting. Pertama, penelitian ini memperluas literatur 

implementasi kebijakan pariwisata dengan menunjukkan bahwa hambatan implementasi 

tidak hanya berkaitan dengan sumber daya dan birokrasi, tetapi juga dengan desain 

kolaborasi antaraktor di tingkat lokal (Kirana & Artisa, 2020; Bitsura-Meszaros et al., 

2019). Kedua, konteks lokal Gorontalo memperkaya konsep Collaborative Governance 

dengan menegaskan bahwa efektivitas kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan 

peran, inklusivitas masyarakat, dan kapasitas kelembagaan daerah. Ketiga, penelitian ini 

menunjukkan relevansi MHCM pada destinasi non-prioritas, di mana keterlibatan 

akademisi dan media dapat menjadi penguat koordinasi, pembelajaran kebijakan, dan 

transparansi tata kelola. Budiani et al. (2018) dan Khalid et al. (2019) juga menegaskan 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata sangat ditentukan oleh peran 

Destination Management Organization (DMO) yang berfungsi sebagai penghubung 

antaraktor. Dalam konteks Pentadio Resort, ketiadaan DMO formal memperlihatkan 

kesenjangan kelembagaan yang melemahkan akuntabilitas dan koordinasi lintas instansi. 

Dalam konteks pascapandemi, adaptasi kebijakan berbasis CG dan MHCM menjadi 

urgensi yang tidak terhindarkan. Secara kebijakan, temuan ini menegaskan perlunya 

model tata kelola yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis bukti untuk memperkuat 

pengelolaan destinasi daerah. Hasil ini sejalan dengan rekomendasi Putra (2024) dan 

Berliandaldo et al. (2022), yang menyarankan penguatan DMO di tingkat daerah untuk 

mempercepat koordinasi lintas sektor dan mendukung pengembangan destinasi secara 

berkelanjutan. Muhamad et al. (2024) menambahkan bahwa pembentukan 

observatorium pariwisata nasional dapat berfungsi sebagai instrumen pemantauan dan 

evaluasi kebijakan berbasis data yang terintegrasi. Apabila diadaptasi pada tingkat lokal, 

mekanisme ini dapat mendukung evaluasi kebijakan yang lebih sistematis dan 

memperkuat evidence-based policy di sektor pariwisata daerah. 

Selain memperkuat teori implementasi kebijakan kolaboratif, hasil penelitian ini 

juga berimplikasi terhadap peningkatan efektivitas kebijakan pembangunan pariwisata 

di tingkat provinsi dan nasional. Integrasi CG dan MHCM dapat menjadi dasar konseptual 

bagi pengembangan kebijakan destinasi yang lebih inklusif, adaptif, dan selaras dengan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Nugroho et al., 2024). Dalam konteks 
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Pentadio Resort, penerapan prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara 

dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dari sisi praktis, penerapan model 

kolaboratif ini dapat menjadi contoh replikasi bagi destinasi lain yang memiliki 

karakteristik sosial-budaya serupa. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkaya diskursus akademik tentang 

implementasi kebijakan publik di sektor pariwisata dengan menegaskan peran 

kolaborasi lintas aktor, integrasi kelembagaan, dan penguatan kapasitas lokal. Temuan 

empiris di Pentadio Resort menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya 

ditentukan oleh desain formal, tetapi juga oleh kualitas interaksi antaraktor dan konteks 

sosial tempat kebijakan dijalankan. Dengan demikian, model CG dan MHCM yang adaptif 

dan berbasis komunitas dapat diposisikan sebagai alternatif strategis untuk memperkuat 

tata kelola pariwisata daerah dan meningkatkan ketahanan destinasi pada era 

pascapandemi. 

Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan 

pengelolaan daya tarik wisata Pentadio Resort sangat bergantung pada kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pendekatan kolaboratif antara aktor 

pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa kelemahan 

infrastruktur, koordinasi antarlembaga yang tidak sinkron, dan keterbatasan anggaran 

menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Penerapan sistem pengelolaan 

oleh pihak ketiga meningkatkan efisiensi operasional, namun mengurangi partisipasi 

komunitas lokal. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi Collaborative Governance (CG) 

dan Multi-Helix Collaboration Model (MHCM) relevan untuk memperkuat tata kelola 

pariwisata daerah yang lebih adaptif dan partisipatif. 

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa model integratif CG–MHCM 

dapat memperkuat tata kelola destinasi wisata melalui koordinasi vertikal antara 

pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi horizontal antaraktor lokal. Implikasi 

teoretis penelitian ini memperluas wacana implementasi kebijakan publik dengan 

menambahkan dimensi kearifan lokal dan partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci 

keberlanjutan destinasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk 

memperkuat peran Destination Management Organization (DMO), mengembangkan 

observatorium pariwisata lokal, dan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) dalam evaluasi kebijakan. Penelitian ini memiliki keterbatasan 

karena dilakukan hanya pada satu lokasi dan menggunakan pendekatan kualitatif, 

sehingga temuan tidak ditujukan untuk generalisasi statistik. Oleh karena itu, penelitian 

lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau komparatif pada destinasi 

lain di Indonesia untuk menguji efektivitas model kolaboratif ini secara lebih luas. 
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